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ABSTRAK

PERAN PSIKIATRI FORENSIK SEBAGAI ILMU PENDUKUNG DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
(Studi Putusan Nomor:47/PID.B/2022/PN.Gns)

Oleh

Tania Amalta Yusuf

Pasal 44 Ayat (1) KUHP merumuskan bahwa, tidak dikenakan hukuman terhadap
barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, yang tidak dapat
dipertanggungjawaban kepadanya, disebabkan karena kurang sempurnanya
kemampuan berfikir atau karena sakit ingatannya. Pada saat ini banyak
memanfaatkan keadaan seperti yang berpura-pura terjadi gangguan mental atau
jiwanya. Pada bidang ilmu ini sangat membantu untuk melakukan proses
penegakan hukum dengan mengungkapkan penyebab melalui pencegahan dan
terapi. Maka perlunya peran psikiatri forensik untuk membuktikan apakah orang
tersebut benar tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ataukah
sebaliknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran ahli
psikiatri forensik sebagai ilmu pendukung dalam persidangan perkara pidana dan
faktor penghambat peran ahli psikiatri forensik sebagai ilmu pendukung dalam
persidangan perkara pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis
data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Narasumber merupakan
seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Dokter Ahli Psikiatri
Forensik di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, Penyidik Unit PPA Reskrim di
Polres Lampung Tengah, dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diambil simpulan bahwa 1) Pada
Pasal 120 KUHAP peran psikiatri forensik ini adalah untuk memenuhi permintaan
sebagai ahli. saat diminta oleh penyidik, dia harus memberikan pandangan ahlinya
menurut keilmuannya, yaitu ilmu psikiatri forensik atau ilmu tentang kejiwaan.
berperan untuk memberikan keterangan ahli mengenai keadaan jiwa secara tertulis
melalui Visum et Repertum. Sering kali para penegak hukum hanya bisa menduga-
duga pelaku benar-benar gangguan jiwa atau hanya pura-pura gila untuk dapat
dibebaskan dari pemidanaan. Jika dilihat Pasal 351 KUHP penganiayaan diancam
dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Akan tetapi, terhadap perbuatan
terdakwa pada kasus ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44 Ayat 2 KUHP. Dan memerintahkan
kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa untuk
menjalani perawatan selama 8 bulan.
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2) Faktor-faktor penghambat peran psikiatri forensik dalam tahap pemeriksaan
sangat besar pengaruhnya pada faktor sarana dan prasarana, Menghadapi resiko
seseorang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana jangan sampai
berkeliaran tanpa adanya pengawasan dari pihak yang ahli dalam hal itu, maka
sangat diperlukan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa. Faktor yang menghambat
selanjutnya yaitu faktor masyarakat, tingkat kesadaran hukum pada Masyarakat
masih rendah. Dan permasalahan mulai dari alibi sakit ataupun memberikan
jawaban yang sulit untuk dimengerti sehingga psikiatri wajib ketahui gimana
mengidentifikasi tanda-tanda nyata dan terus mengevaluasi secara konstistensi data
di sumber yang berbeda.

Saran dari penelitian ini adalah 1) Mengingat pentingnya peranan yang diberikan
dalam proses pembuktian perkara di pengadilan. Peran masih sedikit hendaknya
ditingkatkan dengan cara lebih banyak lagi dokter-dokter muda yang ingin
mengabdikan atau melibatkan dirinya untuk membantu proses pembuktian suatu
perkara pidana sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan cepat. 2) Agar
menurunkan faktor-faktor penghambat yaitu perihal pengawasan, dan juga
menyarankan untuk para apparat penegak hukum alangkah lebih baik mempelajari
beberapa ilmu yang terkait dengan psikiatri untuk menjamin keamanan dalam
memutus suatu perkara, sehingga pada saat memutuskan tidak merugikan semua
pihak.

Kata Kunci: Psikiatri Forensik, Visum et Repertum, Penganiayaan.
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MOTTO

“ Dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar-Ruum:60)

“ Jangan menjelaskan dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu

tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu.”

(Ali Bin Abi Thalib)

“ Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau
telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang

lain) dan hanya kepada tuhan mu lah kamu berharap.”

(QS. Al-insyirah, 6-8)
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1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial,
termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini menyebabkan adanya
pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat. Pergeseran norma-
norma dalam masyarakat memicuh munculnya berbagai konflik di tengah
masyarakat baik itu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu

dengan kelompok, dan konflik antarkelompok masyarakat.

Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat daun akan
mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat, diberbagai bidang utamanya dalam
hal keamanan warga masyarakat yang hidup di wilayah konflik.* Memandang dari
suatu kejahatan, merupakan suatu solusi guna mempelajari dan mengkaji
bagaimana suatu kejahatan itu terjadi dan menjadi suatu yang familiar di tengah

masyarakat, terkhusus kejahatan terhadap nyawa dan tubuh.

Kejahatan mampu digali dari berbagai sisi, bukan hanya bagaimana Lembaga
penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat yang secara
langsung berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi kejahatan tersebut juga dapat

digali dengan mempelajari pola pikir masyarakat terkait bagaimana kejahatan itu

! Sahrifal dan Hamsir, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan
Pidana. Jurnal Alauddin Law Develompent (ALDEV) Vol. 2 No. 1, Maret 2020, him 67.



bisa terjadi. Kejahatan sebagai suatu fenomena sosial hingga sebagai perilaku
kejahatan yang tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik
perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar

manusia.?

Penanganan suatu perkara tindak pidana dimulai dari proses penyelidikan untuk
mencari tindak pidana, dimana proses penyelidikan itu sendiri dilakukan apabila
adanya pengaduan mengenai tindak pidana aduan atau laporan dari masyarakat
ataupun diketahui secara langsung oleh bersama penegak hukum. Setelah
melakukan proses penyelidikan, maka dilanjutkan ke proses penyidikan, apparat
penegak hukum mencari bukti-bukti yang memperkuat dugaan tindak pidana yang

dilakukan oleh tersangka.

Taktik & teknik penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang
dilakukan oleh apparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan.
Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa
laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh
apparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena
apparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat,
memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti
permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat
menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika apparat tidak menguji dahulu

informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.®

2 Soedjono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia. Bandung, Mandar Maju. 1994, him 152.
3 M. Abdim Munib, Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam
Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Jurnal
Unigoro, 2018.



Pada proses penyidikan, penyidik biasanya menggunakan ilmu-ilmu bantu lain
guna mengungkap suatu kasus tindak pidana salah satunya adalah ilmu bantu
kriminalistik. Ilmu bantu kriminalistik ini juga menggunakan ilmu-ilmu alam untuk
menunjang penerapannya. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk
menentukan terjadinya kejahatan dengan menggunakan ilmu bantu lainnya seperti
ilmu kedokteran kehakiman (sekarang ilmu kedokteran forensik), ilmu racun
kehakiman (sekarang toksikologi forensik) dan ilmu penyakit jiwa kehakiman (ilmu

psikiatri forensik).*

Pada proses mengumpulkan bukti-bukti, penyidik diberikan wewenang untuk
melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) upaya paksa merupakan hak
istimewa atau hak privalise yang di berikan kepada Penyidik guna menjalankan
fungsi penyidikan berupa kewenangan penyidik untuk memanggil, memeriksa,
menangkap, menahan, menyita guna penyelesaian tugas penyidikan. Pada Pasal 7
Ayat 1 disampaikan bahwa penyidik memiliki wewenang tersebut karena adanya

kewajiban sehingga wewenang tersebut diatas juga merupakan kewajiban.®

Jaksa Penuntut Umum melanjutkan proses penuntutan setelah ditemukan bukti-
bukti yang cukup untuk mengajukan terdakwa ke Pengadilan. Dalam proses
persidangan, hal yang penting adalah dalam proses pembuktian, sebab jawaban
yang akan ditemukan dalam proses pembuktian merupakan salah satu hal yang
utama untuk Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Dalam

hal penuntut umum bisa memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak

4 Agnes dan Fajri, Penerapan IImu Kriminalistik pada Penyidikan Tindak Pidana Cabul dengan
Korban Tuna Wicara. Jurnal Unes Law Review, Vol 3, Padang, 2020.
> Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him 50.



terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak

pidana atau perkara ditutup demi hukum.®
Pasal 183 KUHAP berisikan :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang

bersalah melakukannya”.
Pengaturan terkait alat bukti diatur Pada Pasal 183 KUHAP yang berisikan:

1) Alat bukti yang sah ialah:
a) Keterangan saksi;
b) Keterangan ahli;
c) Surat;
d) Petunjuk;
e) Keterangan terdakwa;

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Pasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan
saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami
sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Sementara itu
dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan

keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

6 M. Farhan Abdillah dan Iman Santoso, Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana. Jurnal
Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 10 No. 1, 2022.



memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) menjelaskan
bahwa, tidak dikenakan hukuman terhadap barang siapa yang melakukan suatu
perbuatan pidana, yang tidak dapat dipertanggungjawaban kepadanya, disebabkan
karena kurang sempurnanya kemampuan berfikir atau karena sakit ingatannya.
Berdasarkan penjelasan Pasal 44 Ayat (1) di atas, untuk dapat mengetahui “kurang
sempurna kemampuan berfikir atau sakit ingatan”, maka diperlukan suatu keahlian

khusus.’

Dasar Hukum Pemeriksaan Dasar Hukum, Pemeriksaan Psikiatri Forensik

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 150 Berisikan :

1. Pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (visum et
repertum psychiatricum) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran
jiwa pada fasilitas pelayanan Kesehatan.

2. Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan

Kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan
kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Visum et Repertum selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-
hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa
sesungguhnya adalah pengganti barang bukti, bahwa pada keharusannya dalam hal
pembuktian mestinya orang yang menjadi obyek penganiayaan, pembunuhan atau

kejahatan lainnya.®

" Hartono dan Murofiqudin, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia Dengan Undang-
Undang Pelengkapnya. Surakarta, Universitas Muhammadiya Sukarakarta, 2001.

8 Mangliwati Wunardi dan Tri Wahyuni, Kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti surat,
Jurnal Verstek, Vol.03 No. 01,2015, hIm 65-66.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
dijelaskan bahwa Pemeriksaan Kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan dari
pelayanan Kesehatan jiwa yang dilakukan untuk menilai kondisi Kesehatan Jiwa
seseorang. Dan dijelaskan pula Visum et Repertum adalah keterangan dokter
spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan
jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan Kesehatan untuk kepentingan penegakan
hukum. Dan juga Terperiksa adalah seseorang yang menjalani pemeriksaan

Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum.

Dasar dari analisis terhadap hal ini, berdasarkan kasus yang telah memiliki putusan
yang telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Nomor Reg 1316/Pid.B/2020/PN
Tjk. Pada hari Minggu 13 September 2020, (AA) 24 tahun. Mendengar
pemberitahuan kedatangan Syeh Ali Jaber melalui pengeras suara masjid Falahudin
dan (AA) mendengar adanya suara orang mengaji dari arah masjid Falahudin.
Setelah itu (AA) berjalan menuju masjid Falahudin, dan kemudian (AA) sambil
berlari, dan mengayunkan pisau di tangan kanan tersebut kearah tubuh bagian vital
saksi korban. Dan ibu (AA) Mengatakan, bahwa pada sekitar tahun 2014 Terdakwa
Alfin mulai terganggu kejiwaannya yang dimana Terdakwa suka melamun,
mengamuk dan menangis tanpa sebab, dan (AA) pernah sempat dibawa ke klinik

yang ditangani dokter kejiwaan sekitar pada tahun 2015 atau 2016.°

Berdasarkan pada contoh kasus yang kedua yang telah memiliki putusan yang telah
terdaftar di di Mahkamah Agung dengan Nomor Reg 47/P1D.B/2022/PN Gns. Pada

hari Selasa 02 November 2021, Saksi Mutiara Putri, Nora Sandi, dan Anton Saputra

°Eko Hari Wibowo,Begini Kasus Penusukan Syekh Ali jaber saat ceramah,
https://nasional.tempo.com, Diakses pada Tanggal 13 September 2020 Pukul 22.28 Wib



https://nasional.tempo.com/

datang ke rumah Terdakwa Andi Apriliawan yang sudah menjadi mantan suami
dari saksi Mutiara Putri, untuk mengambil barang barang yang masih tersisa di
rumah tersebut, dan Terdakwa Andi Apriliawan tidak terima sehingga mereka
bertengkar dan tibatiba Terdakwa Andi Apriliawan mencekik dan menujah
punggung dari saksi Mutiara Putri dengan senjata tajam. Dan dikatakan pula oleh
keluarga Terdakwa, bahwa Andi Apriliawan sempat dibawa ke Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Lampung dan di observasi selama kurang lebih 2 minggu, dan setelah
observasi mengeluarkan surat Visum et Repertum Psychiatricum menyatakan
bahwa Andi Apriliawan menderita gangguan jiwa berat yaitu Skizofrenia. Maka
perlunya keterangan ahli dokter kejiwaan yang menangani kasus ini apakah
gangguan jiwa terhadap Pelaku Andi Apriliawan yang berumur 30 tahun ini
melakukan tindak pidana yang disebabkan oleh penyakit yang di deritanya atau
bukan dan juga ingin melihat sejauh mana keterangan ahli dokter kejiwaan ini di

dalam persidangan.'°

Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan
saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana
guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi
ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang, karena merupakan suatu

pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu.

Hal ini terdapat peran salah satu saksi ahli dalam memecah kasus tindak pidana

yang dimaksud dalam penelitian yaitu saksi ahli Psikiatri Forensik. Psikiatri

10 Direktori Putusan, Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 7 maret 2022.



Forensik adalah subspesialisasi di bidang yang menelaah mental manusia dan
berfungsi membantu hukum dan peradilan. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa, tidak dikenakan hukuman
terhadap barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, yang tidak dapat
dipertanggungkan kepadanya, disebabkan karena kurang sempurnanya kemampuan

berfikir atau karena sakit ingatannya.

Pada bidang ilmu Psikiatri Forensik sangat membantu untuk melakukan proses
penegakan hukum dengan mengungkapkan penyebab,melalui pencegahan dan
terapi. Juga dibutuhkan dalam pembuktian kasus perkara pidana yang berhubungan
dengan penganiayaan, pemerkosaan, dan narkoba terutama pada kasus-kasus besar
yang menyita perhatian masyarakat, seperti maraknya pada kasus-kasus yang telah
terjadi pada saat ini banyak yang memanfaatkan keadaan seperti ini menjadi salah
satunya yang berpura-pura seakan-akan terganggu kejiwaannya, dan ketika di
periksa oleh penyidik berpura-pura histeris seakan-akan terjadi gangguan pada
mental atau jiwanya. Maka perlunya Peran Psikiatri Forensik ini untuk
membuktikan apakah orang tersebut benar tidak dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya ataukah sebaliknya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,
penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Peran Iimu
Psikiatri Forensik Sebagai llmu Pendukung Dalam Persidangan Perkara Pidana
(Studi Perkara Nomor:47/P1D.B/2022/PN.Gns)”. Skripsi ini ditulis agar dapat
memberikan informasi kepada masyarakat, serta pemahaman bagi siapapun terkait

dari isi skripsi ini.



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti mengangkat permasalahan penelitian

sebagai berikut yaitu :

a. Bagaimanakah peran ahli psikiatri forensik sebagai ilmu pendukung dalam
persidangan perkara pidana?

b. Apakah faktor penghambat peran ahli psikiatri forensik sebagai ilmu pendukung

dalam persidangan perkara pidana?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam kajian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan
dengan Psikiatri Forensik dalam Visum et repertum kejiwaan. Adapun yang
menjadi ruang lingkup tempat penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan
Negeri Gunung Sugih, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dan ruang lingkup

waktu penelitian adalah tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui peran ahli psikiatri forensik sebagai ilmu pendukung dalam
persidangan perkara pidana?

b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran ahli psikiatri forensik sebagai ilmu

pendukung dalam persidangan perkara pidana?
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2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua,

antara lain :

a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan dalam bidang kriminalistik khususnya terhadap Peran Psikiatri
Forensik dan dapat menjadi referensi serta dapat memberikan masukan
disamping undang-undang terkait bagi pembuat Undang-Undang juga Penegak

Hukum.

b. Kegunaan Praktis
Kegunaan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun
referensi tambahan bagi apparat Penegak Hukum, Masyarakat, pihak terkait
dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mulianya memperjuangkan suatu
keadilan, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori juga tambahan
kepustakaan bagi praktisi dan akademisi, dan memberikan perlindungan hukum
terhadap korban khususnya dan mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.
Kegunaan praktis lain bagi penulis yaitu sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis
Definisi dari kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari

hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan
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mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai
dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal
balik yang era tantara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis,

dan kostruksi.!!

a. Teori Peran

Menurut Penegakan Hukum peran ideal dan peran normatif adalah peranan yang

memang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum yang telah diterapkan oleh

hukum yang telah diterapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang
mempertimbangkan antara kehendak hukum tertulis dengan kenyataan-kenyataan,
penegakan hukum harus menentukan kemampuan berdasarkan keadaan yang ada.

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan
masyarakat.

2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan
kedudukannya didalam suatu system.

3) Peran factual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang
didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial

yang terjadi secara nyata.*2

1L, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung PT Remaja Rosdakarya. 2002. HIm 34-35.
12 Sperjono Soekanto, Sosiologi Suatu Penghantar, Jakarta: Rajawali Press, 2002, him 247.
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b. Teori Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum
Penegakan hukum semata-mata bukan hanya pelaksanaan perundang-undangan
saja, namun terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya.
Menurut Soerjono Soekanto®® faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum,

antara lain :

1) Faktor Penegak Hukum atau Struktur
Kepribadian petugas penegak hukum memegang peranan penting. Apabila
peraturan hukumnya sudah baik, tetapi kualitas petugas hukumnya kurang baik,
maka terdapat masalah yang harus diperbaiki. Keadilan bagi masyarakat salah
satunya adalah kepribadian para penegak hukum harus baik juga. Salah satu
faktor yang memegang peranan penting dalam penegak hukum terhadap

perlindungan anak adalah penegak hukumnya itu sendiri.

2) Faktor Undang- Undang atau Substansi
Semakin baik peraturan hukum dan praktik penyelenggaraannya, maka akan
semakin baik juga penegakan hukumnya, begitupun sebaliknya. Tetapi praktik
penyelenggaraan hukum ada kalanya terjadi suatu pertentangan antara kepastian
dan keadilan. Terkait dengan perlindungan anak di Indonesia, terdapat suatu
peraturan Undang-Undang yang telah mengaturnya antara lain peraturan UU No.
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No0.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

13 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta,
2018, him 5.
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3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.
Faktor ini mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan,
organisasi yang baik, terampil, dsb. Penegakan hukum yang baik tidak akan
terpenuhi apabila masih terdapat hal-hal yang tidak memadai atau mendukung

jalannya penegakan hukum.

4) Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan ini memiliki peranan penting, pada faktor ini masyarakat
dapat mengerti apa yang harusnya dilakukan dan apa yang harusnya tidak
dilakukan. Dengan demikian, kebudayaan dapat membedakan mana yang harus

dilakukan dan apa yang dilarang.

5) Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat. Apabila masyarakat memiliki
kesadaran yang tinggi terhadap aturan hukum. Tidak perlu diragukan, secara

langsung kita memiliki bersama penegak hukum yang berkualitas juga.

2. Konseptual

Konseptual adalah sesuatu yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep

khusus yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan

diketahui.*

a. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi.
Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur

dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu

1% 1bid. him 69.
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ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang
dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat
faktor pendukung dan penghambat.®

b. Ahli secara lebih umum adalah orang yang memiliki pengetahuan atau
kemampuan luas berdasarkan penelitian, pengalaman, atau pekerjaan dan dalam
bidang studi tertentu. Para ahli dipanggil untuk meminta nasihat mengenai
bidang studinya masing-masing, namun mereka tidak selalu sepakat mengenai
hal-hal khusus dari suatu bidang studi.®

c. Psikiatri Forensik adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia (human
behaviour), khususnya tingkah laku abnormal (patologis) dengan berbagai
motif. Dengan demikian llmu Kedokteran Jiwa Kehakiman adalah limu
Kedokteran Jiwa (Psikiatri) yang mengkhususkan diri dalam mempelajari kasus-
kasus gangguan jiwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan
oleh orang yang terganggu jiwa atau akalnya.’

d. llmu adalah pengetahuan. Namun, ada berbagai macam pengetahuan. Dengan
“pengetahuan ilmu” dimaksud pengetahuan yang pasti, eksak, dan betul-betul
terorganisir. Jadi, pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan tersusun baik.
Ilmu mengandung tiga kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum.8

e. llmu pendukung adalah ilmu yang digunakan sebagai ilmu penunjang guna

mencari kebenaran materiil.1®

15 Nurani dan Kustini, Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen
dan Kewirausahaan Vol.7 2011, diakses pukul 21.00.

6 Hadi Alamri, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut KUHAP, Jurnal
ejournal.unsrat.ac.id Vol 5 No 1, 2017.

7 Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. Hukum dan Kriminalistik, Justice Publisher, Bandar
Lampung,2014, him 64.

18 Suaedi. Pengantar Filsafat Hukum, PT Penerbit IPB Press, Bogor,2016, him 29.

19 Firganefi dan Ahmad Irzal, Op Cit, him 9.
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f. Persidangan Perkara Pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak
pidana dalam suatu peristiwa, oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana

acara yang paling penting adalah pembuktian.?°

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam bentuk lima bab, untuk mempermudah pemahaman
penulisan secara keseluruhan Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai

berikut :

I. PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi pendahuluan penyusunan penulisan skripsi yang terdiri dari latar
belakang penelitian, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

I1. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan bersama yang merupakan bagian mengenai literatur yang
akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan
yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari penerapan psikiatri forensik, dan
teori-teori yang memengaruhi kejiwaan mental seseorang.

I1l. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan
masalah, sumber dan jenis data, penentuan Narasumber, Teknik pengumpulan dan

pengolahan data serta analisis data.

20 Bastianto Nugroho, Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut
KUHAP, Surabaya, Vol 32 No.1, 2017, him 17.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapatkan dari
penelitian, terdiri dari deskripsi peran ahli psikiatri forensik sebagai ilmu
pendukung di persidangan perkara pidana dan apakah faktor penghambat peran
ilmu psikiatri forensik sebagai ilmu pendukung dalam persidangan perkara pidana

tersebut.

V. PENUTUP

Bagian penutup yang berisikan kesimpulan umum dari hasil analisis dan
pembahasan penelitian yang telah dilakukan serta berbagai sarana sesuai dengan
permasalahan yang ditujukan kepada Narasumber atau pihak-pihak yang terkait

dengan penelitian.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Psikiatri Forensik

1. Pengertian IImu Kedokteran Jiwa Kehakiman (Psikiatri Forensik)

IImu Kedokteran Jiwa Kehakiman (Psikiatri Kehakiman) mempelajari penderita
sakit jiwa atau berkelainan jiwa yang dapat melakukan kejahatan seperti epilepsy
(ayan), psikopat (penderita yang tidak mengenal norma), skizoprenia (penderita
yang mengalami jiwa terbelah atau berkepribadian ganda/rangkap, dan psikomani
depressif (penderita yang mengalami perasaan gembira atau sedih yang luar

biasa).?*

Pada Ilmu Kedokteran Jiwa Kehakiman (Forensic Psychiatry) Juga mempelajari
tingkah manusia (human behaviour), khususnya tingkah laku abnormal (patologis)
dengan berbagai motif. Dengan demikian Ilmu Kedokteran Jiwa Kehakiman
mengkhususkan diri dalam mempelajari kasus-kasus gangguan jiwa Yyang
berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang terganggu jiwa

atau akalnya.

Gabungan dua kata psikiatri dan forensik sering dianggap seolah-olah gabungan
dua ilmu dasar, yaitu ilmu psikiatri dan ilmu forensik. Namun apabila meninjau

bidang forensik lain seperti kimia forensik, kedokteran forensik maka dapat

2L Firganefi, Op Cit. hlm 26.
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disimpulkan bahwa ilmu forensik bukanlah ilmu dasar tetapi merupakan fungsi dari
dasar (psikiatri, kimia, kedokteran, dan psikologi). Perbedaannya adalah pada
kedokteran forensik, dokter ilmu kedokteran berfungsi membantu ilmu hukum dan
peradilan secara aktif, sedangkan pada ilmu hukum kedokteran, dokter dan ilmu

kedokteran merupakan obyek pasif dari telaah ilmu hukum.?2

IImu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialistik ilmu kedokteran
yang laku memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan
pemecahan masalah-masalah di bidang hukum. Ruang lingkup ilmu kedokteran
forensik berkembang dari waktu ke waktu. Dari semula hanya pada kematian
korban kejahatan, kematian tak diharapkan dan tak diduga, mayat tak dikenal,
hingga para korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan
dan bahan biologis yang diduga berasal dari manusia. Jenis perkaranya pun meluas
dari pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah

tangga, perselisihan pada perceraian, hingga ke pelanggaran hak asasi manusia.?®

IImu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas
antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan
tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan
gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat

akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.

22 Dyah Irawati, Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan Verp dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal
Hukum Prioris, Trisakti, 2009.

23 Marchel R dan Maramis. Peran llmu Forensik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual
dalam Dunia Maya (Internet). Jurnal llmu Hukum. Vol. 2 No. 7, 2015.



19

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik dapat diketahui apakah lukanya
seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan
oleh tindak pidana atau tidak. Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya
dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara. ini, biasanya dimintakan oleh
pihak yang berwajib dalam hal menjumpai seseorang dalam keadaaan
meninggal dunia. Dalam kaitan ini dokter akan membuat Visum et Repertum
sebelum jenazah dikuburkan.

b. Pemeriksaan terhadap korban, oleh ahli forensik dimaksud untuk
mengetahui:

1) Ada atau tidaknya penganiayaan;

2) Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran
kesusilaan;

3) Untuk mengetahui umur seseorang;

4) Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam
kandungan seorang ibu. Kesemuanya itu, akan dijadikan landasan
untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap pasal
352,351,285,292,341,342,288, dan 44 KUHP Pidana.

c. Memberikan keterangan, pendapat serta nasehat sejak pada penyidikan
pertama sampai pada sidang pengadilan;

d. Melakukan pekerjaan teknis yaitu:

1) Melakukan pemeriksaan pertama di Tempat Kejadian Perkara
(TKP)

2) Melakukan pemeriksaan terhadap korban hidup

3) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka

4) Melakukan pemeriksaan terhadap korban yang meninggal

5) Memimpin penggalian jenazah untuk kepentingan peradilan

6) Melakukan pemeriksaan terhadap benda-benda yang berasal atau
diduga berasal dari tubuh manusia.

2. Dasar Hukum Kedokteran Jiwa Kehakiman (Psikiatri Forensik)

Pada Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa alat bukti yang sah yaitu:
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Berdasarkan hal tersebut, apabila melihat membaca bunyi Pasal 1 butir 28, Pasal

133 ayat (1) dan Pasal 179 (1) KUHAP, dapat dijelaskan bahwa saksi ahli adalah

seorang dokter, baik itu dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman ataupun bukan.
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Di dalam Pasal 133 KUHAP berisikan :

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban
baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang
merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan
ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan
luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah
sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan, terhadap
mayat tersebut dan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau
bagian lain badan mayat.

Berdasarkan Pasal di atas, Bahwa yang dapat memberi keterangan ahli adalah ahli
ilmu kedokteran kehakiman, sehingga dengan demikian, jelaslah bahwa menurut
Pasal 133 KUHAP yang jelas-jelas menyatakan bahwa penyidik berwenang

mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau

ahli lainnya.

Di dalam Pasal 179 berisikan :

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau
dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang
memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan
sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang
sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

3. Fungsi Kedokteran Jiwa Kehakiman (Psikiatri Forensik)

Psikiatri Forensik memiliki kekhususan dalam tahap penelitian pendahuluan yaitu

sebagai ahli masalah jiwa yang berfungsi untuk memberikan keterangan ahli secara

tertulis tentang keadaan jiwa yang dicurigai melalui (Psychiatric Visa Et

Repertum). Diputuskan untuk melimpahkan perkara yang tercatat dalam berita

acara pemeriksaan (BAP) kepada penuntut umum (jaksa).
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Psikiatri forensik dalam proses persidangan adalah sebagai ahli, karena psikiatri
tergolong kedokteran forensik dan berperan sebagai advokat yang memberikan
kesaksian secara lisan tentang keadaan pikiran terdakwa untuk membantu hakim
membuat keputusan yang benar dan benar. Keputusan yang adil. Sebuah keputusan
Di sini, seorang psikiatri bertindak sebagai perwakilan hukum untuk membantu

penegak hukum menyelidiki kasus yang melibatkan kondisi mental penjahat. 2

Psikiatri forensik juga penting untuk menentukan kebenaran materil suatu perkara
pidana, bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dari penegakan
hukum, terutama dalam kaitannya dengan pembuktian penyalahgunaan tubuh atau
bagian tubuh manusia. Melihat kepiawaian para penjahat yang menyembunyikan
kejahatannya dari hukum, berkembang sehingga peran dokter dalam penyelesaian
kasus yang ahli yang melibatkan tubuh manusia semakin dibutuhkan, hanya dokter
yang dapat dan dapat membantu untuk menemukan hal tersebut. Misteri keadaan

barang bukti, yang dapat berupa mayat atau bagian tubuh manusia.?

Kerap dikira sama, psikiatri sesungguhnya berbeda dengan psikologi, Walaupun
psikiatri serta psikologi bersama cabang ilmu yang menekuni permasalahan
psikologis ataupun kejiwaan, tetapi keduanya mempunyai perbandingan. Salah satu
perbandingan psikiatri serta psikologi merupakan dalam bersama penindakan yang

dapat diberikan.

Perbandingan yang sangat mendasarkan antara seseorang psikiatri (orang yang

menggeluti ilmu psikiatri) serta psikolog (orang yang menggeluti ilmu psikologi)

24 Triandy dan Gunawan, Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap
Pelaku Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa. Jurnal limiah Indonesia. Vol. 6, No. 1, 2021.

% Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara
Pidana. Universitas Jambi, 2023, him 4.
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merupakan latar balik pembelajaran serta ruang lingkup kerjanya.. Secara garis
besar, psikiatri merupakan dokter, sedangkan psikolog bukan dokter. Dokter
Psikiatri adalah ilmu kedokteran yang berfokus pada mental, sedangkan psikologi
adalah ilmu non medis yang mempelajari sikap dan emosi manusia. Meski memiliki

latar belakang yang berbeda, keduanya saling melengkapi.®

4. Kedudukan Kedokteran Jiwa Kehakiman (Psikiatri Forensik)

IImu Kedokteran Forensik ialah bagian asal ilmu kedokteran yang meliputi
investigasi forensik pada korban kekeran baik hayati (forensik klinik) juga korban
tewas (forensik patologi) serta laksana pemeriksaannya mencakup metode
pemeriksaan, aspek medikolegal, juga psikopatologi. Pada usaha verifikasi adanya
kekerasan diharapkan suatu visum et repertum yang berisi wacana laporan

pemeriksaan forensik. 2’

Kedudukan psikiatri forensik sebagai saksi fakta dimana fungsinya tidak jauh
berbeda dengan orang awam pada umunya dan kesaksian ahli jika terdapat perkara
yang diduga terdapat gangguan jiwa. Proses peradilan terbantu dengan adanya
psikiatri forensik dalam menegakkan hukum apabila terdakwa atau korban
mengalami gangguan kejiwaan. Untuk menentukan seorang normal atau tidak
merupakan suatu hal yang tidak mudah. Pada ilmu psikiatri, seorang yang dianggap
normal jika mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dan menampilkan

produktivitas yang wajar.

26 M. Farhan Abdillah dan Iman Santoso, Op Cit, hal 1.
27 Herlin Sobari. Peran Psikiatri dalam Penegakan Hukum Sebagai Visum et Repertum. Jurnal
Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No. 15, 2022. him 276.
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Seorang psikiatri forensik bertindak sebagai perwakilan hukum untuk membantu
penegak hukum menyelidiki kasus yang melibatkan kondisi mental penjahat.
Dalam hukum pidana, hubungan ini bersifat deskriptif-normatif, artinya psikiatri
forensik menggambarkan citra kejiwaan seseorang sebagaimana adanya, dengan
memperhatikan sumpah jabatan dan atas nama keadilan. Hal ini dijelaskan dalam

pasal 179 KUHAP. 28

Menetapkan Kriteria normal seseorang juga disertai pertimbangan berdasarkan
umur, tempat, dan jangka waktu. Peranan seorang dokter psikiatri dalam hal ini
tidaklah sebagai terapis tetapi sebagai perpanjangan tangan dari petugas hukum.
Tugas dokter tersebut adalah memberi bantuan tambahan, fakta-fakta sebagai bukti
dalam upaya memenuhi kebutuhan saat pengambilan keputusan peradilan sesuai
pasal 44 KUHP disertai dengan adanya gangguan jiwa dan tidak mampu
bertanggung jawab. Bukan hanya itu saja, psikiatri forensik bahkan diminta untuk
menyiapkan tatalaksana terhadap pasien agresif dan pasien dengan gangguan
perilaku berat, yang belum resmi ditahan akibat pelanggaran atau maju ke
pengadilan, seperti pasien rawat inap yang sangat agresif dalam rumah sakit jiwa

umum.?®

Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang dengan gangguan jiwa,
akan sangat sulit untuk menentukan apakah tersangka mampu bertanggungjawab
atau tidak. Sebab ada berbagai jenis gangguan jiwa yang dapat diderita oleh

manusia. Masing-masing penyakit jiwa memiliki ciri dan sifat yang pula.

28 |khsan Alfarisi, Psikiater Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal llmu Hukum, Vol 1 No. 1,
Jambi, 2020, him 5.

29 TPF Nainggolan, Gambaran Visum et Repertum Psychiatricum di RSUD Dr. Pirngadi. Medan,
2019. him 15-20.
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Ketidakmampuan bertanggungjawab dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu tidak
mampu bertanggungjawab sepenuhnya, tidak mampu bertanggungjawab sebagian,
dan kurang mampu untuk bertanggungjawab. Ketiganya memiliki ciri yang

berbeda, serta mengakibatkan keputusan hukum yang berbeda pula.®

B. Pengertian dan Dasar Hukum Visum et Repertum

1. Pengertian Visum et Repertum

Visum et Repertum (VeT) adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas
permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang
manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa
temuan dan interprestasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.
Visum et Repertum sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah satu aspek

keterangan ahli, maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Sampai saat ini, Masyarakat masih memiliki pengertian bahwa Visum et Repertum
adalah sebuah surat yang diterbitkan oleh dokter setelah selesai melakukan
pemeriksaan autopsy pada korban yang telah meninggal dunia (bedah mayat).
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 133
ditegaskan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani
seorang baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang
merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli

kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter umum atau ahli lainnya.3!

30 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan k